BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 5 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENJABAT BUPATI,

Menimbang

Mengingat

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan kedudukan sebagai
Penjabat Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, perlu didukung
dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor
8 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Besaran Biaya
Penunjang Operasional Penjabat Bupati, Bupati dan Wakil
Bupati Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);
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Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Penunjang Operasional Penjabat
Bupati, Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan daftar besaran
biaya untuk Penjabat Bupati, Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan lain yang
berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 j“ﬂv«rr 2808
PARAF HIERARKI PARAF KOORDINASI
o . BUPATI TABALONG,
SEKRETARIS DINAS/BADAN - SEKDA
KABIDIKABAG £ ASISTEN é, \ﬁ Q 6
KASUKASUBBID/KASUSEAGHF i _ S/KABAN g

HAMIDA MUNAWARAH
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 9

/2025

TANGGAL 2 ‘i 2015

DAFTAR BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

PENJABAT BUPATI

NO. JABATAN URAIAN KETERANGAN
1. Penjabat Diberikan Biaya Penunjang | Total Biaya
Bupati Operasional sebesar 100% | Penunjang
(seratus persen) dari total Biaya | Operasional

Penunjang

Operasional  atau | sebesar
Rp600.000.000,00/tahun
ratus juta rupiah pertahun)

(enam | Rp600.000.000,00
(enam ratus juta
rupiah)

PARAF HIERARKI

. BUPATI TABALONG,

| SEKRETARIS DINAS/BADAN

PARAF KOORDINASI

KABID/KABAG

SEKDA

KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF

iyt Sy,

ASISTEN

w%v

HAMIDA MUNAWARAH

KADIS/KABAN




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 5

/2025

TANGGAL L ?m‘,,. Yo)%

DAFTAR BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. | Wakil Bupati

Diberikan Biaya Penunjang
Operasional sebesar 40% (enam
puluh persen) dari total Biaya
Penunjang  Operasional atau
Rp240.000.000,00/tahun (dua
ratus empat puluh juta rupiah
pertahun)

NO. JABATAN URAIAN KETERANGAN
1. Bupati Diberikan Biaya Penunjang
Operasional sebesar 60% (enam
puluh persen) dari total Biaya
Penunjang  Operasional atau .
Rp360.000.000,00/tahun  (tiga| Lotal Biaya
i ; Penunjang
ratus enam puluh juta rupiah .
Operasional
pesmb) sebesar

Rp600.000.000,00
(enam ratus juta
rupiah) berlaku

setelah pelantikan
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